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ALUR PEMBAHASAN

1. Sejarah lahirnya PP 99/2012

2. Trisula pelumpuhan agenda pemberantasan korupsi: Perubahan UU 
KPK, Rancangan KUHP, RUU Pemasyarakatan.

3. Beberapa putusan sebelumnya dari MA dan MK – menolak
pembatalan PP 99/2012.

4. Pertimbangan Hukum yang Keliru, manipulatif dan karenanya perlu
diluruskan.

5. Kesimpulan: Kita setback menjadi rezim yang pro-koruptor.

6. What NEXT?
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Pelemahan Pemberantasan Korupsi Paripurna: 
dari hulu ke hilir

1. Revisi UU KPK melemahkan 
Independensi dan kelembagaan KPK;

2. Pemilihan Pimpinan KPK cacat 
moralitas sehingga menjadi “kuda 
troya”;

3. 57+1 Pegawai KPK disingkirkan 
dengan modus TWK yang manipulatif;

4. Tren melemahnya vonis kasus-kasus 
korupsi pasca periode alm. Artidjo 
Alkostar (Ketua Muda Pidana 
Mahkamah Agung); dan

5. Pembatalan PP 99/2021 oleh 
Mahkamah Agung.

denny@integritylawfirm.id 3



4 PERTIMBANGAN POKOK PUTUSAN MA 28 P/HUM/2021
SELURUHNYA MENGUTIP PERTIMBANGAN PUTUSAN 
MK 41/PUU-XIX/2021 

1. PP 99/2012 harus sebangun dengan filosofi

pemasyarakatan yang memperkuat rehabilitasi

dan reintegrasi sosial serta konsep restorative 

justice, bukan filosofi efek jera.

2. Hak mendapat remisi diberikan tanpa terkecuali, 

kecuali dicabut pengadilan. Persyaratan remisi 

tidak boleh diskriminatif 

3. Pemberian remisi harus mempertimbangkan 

dampak overcrowded di Lapas.

4. Pemberian remisi adalah otoritas penuh LAPAS 

yang tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain.
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11 CATATAN PUTUSAN PEMBATALAN PP 99/2012 
OLEH MAHKAMAH AGUNG
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Putusan MA Nomor 51 tahun 2013

CATATAN 1:

INKONSISTENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS UJI MATERI
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Putusan MA Nomor 56 tahun 2013
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1. Putusan yang menolak Permohonan Judicial Review Perkara 41/PUU-
XIX/2021, diajukan oleh OC. Kaligis terhadap UU 12/1995 tentang
Pemasyarakatan – meskipun yang sebenarnya yang diuji adalah PP 99/2021,
seharusnya menjadi bukti bahwa kebijakan pengetatan tidak Diskriminatif,
tidak melanggar HAM dan telah sesuai dengan Konstitusi.

2. Namun MK meninggalkan lubang menganga dalam pertimbangan
putusannya. Padahal, Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait
Pengetatan Remisi sebagai kebijakan Konstitutional

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XV/2018

CATATAN 2:

MESKI AMAR MENOLAK, TETAPI PERTIMBANGAN PUTUSAN MK 

41/PUU-XIX/2021 MENJADI PINTU MASUK PEMBATALAN PP 99 DI MA 
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(1) CELAH PERTIMBANGAN PUTUSAN MK: 
MENYOAL FILOSOFI PEMASYARAKATAN & MEMBENTURKAN 
DENGAN PP 99
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(2) CELAH PERTIMBANGAN PUTUSAN MK: 
SYARAT TIDAK BOLEH DISKRIMINATIF & MENGAITKAN OVERCROWDED
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(3) CELAH PERTIMBANGAN PUTUSAN MK: 
INDEPENDENSI LAPAS DALAM PEMBERIAN HAK NAPI

denny@integritylawfirm.id 11Paragraf [3.15.2]



denny@integritylawfirm.id 12

CATATAN 3:

ARGUMENTASI OVERCROWDED TIDAK BERALASAN, KARENA 

JUMLAH NAPI KORUPSI SEDIKIT

PP 99/2021 bukan penyebab over crowded, tetapi implementasi penegakan hukum yang salah,
misalnya kriminalisasi pengguna, padahal UU Narkotika mengamanatkan rehabilitasi

0,0164%



Di sini perlu ahli HAM untuk
menjawab dan membantah

argumen bahwa remisi adalah
HAM.

Sekaligus, perlu dibantah bahwa 
remisi adalah HAM karena terkait 
hak persamaan di hadapan hukum 
(equality before the law) dan hak 

bebas dari diskriminasi.
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Pasal 14 (1): “NAPI berhak” – bukan “Setiap orang berhak” 
sebagaimana rumusan HAM

CATATAN 4:

HAK NAPI – BUKAN HAK ASASI MANUSIA



Pertimbangan Putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021 
Paragraf [3.8.7], Hlm 43
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Hak Napi –
Bukan Hak
Asasi Manusia

HAK ASASI MANUSIA (UU Nomor 
39 Tahun 1999): seperangkat hak 
yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai 
makhluk Tuhan Yang Maha Esa

dan merupakan anugerah-Nya...

Hak-hak narapidana tidak bersifat 
melekat dalam eksistensi 

manusia.

Bukan pula anugerah dari Tuhan,
melainkan pemberian negara (hak 

yang timbul dari kewenangan).
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Catatan 5:
PENGETATAN ≠ PENGHAPUSAN

Kebijakan yang ditetapkan Kemenkumham
sebagaimana diatur dalam PP 99/2012 pada 
pokoknya bertujuan untuk “lebih 
mengetatkan”, bukan melakukan penghapusan 
sama sekali terhadap pemberian remisi dan 
pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak 
pidana korupsi, terorisme, dan kejahatan 
terorganisasi lainnya. 

1

Pengertian “diketatkan” dan “dihapuskan” tentu 
memiliki makna yang berbeda. Dihapuskan 
artinya tidak diberikan sama sekali, namun jika 
diketatkan berarti hak tersebut masih 
diberikan, dengan SYARAT tertentu.

2
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Catatan 6:
Pengetatan Remisi BUKAN Diskriminasi

Pasal 12 UU Pemasyarakatan mengatur, bahwa pembinaan dilakukan
berdasarkan penggolongan, salah satunya: tindak kejahatan.

Pasal 12 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 ditegaskan bahwa: “Dalam
rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan
penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang
dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan
kebutuhan atau perkembangan pembinaan”
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Dalam angka 70 Peraturan Minimum tentang Standar 
Perlakuan terhadap Narapidana dinyatakan bahwa: 
Sistem hak-hak istimewa yang sesuai dengan kelas-
kelas narapidana yang berbeda dan cara-cara 
pembinaan yang berbeda harus diadakan di setiap 
Lapas agar dapat mendorong perilaku yang baik, 
dalam rangka pengembangan sikap bertanggung 
jawab dan menjamin kepentingan dan kerjasama 
dengan narapidana lainnya di dalam pembinaan

1

banyak aturan pemasyarakatan yang dapat dijadikan 
contoh bahwa pembinaan narapidana memang harus 
dibedakan berdasarkan jenis pidananya. Misalnya, 
terhadap narapidana terorisme  pengamanannya 
tentu lebih ketat (maximum security) jika 
dibandingkan dengan narapidana pencurian biasa

2

Pengetatan Remisi BUKAN Diskriminasi
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Catatan 7:
Perbedaan BUKAN Diskriminasi

Misalnya politik hukum pemberantasan Korupsi, Terorisme, 
Narkoba berbeda dengan tindak pidana umum:

• Tindak pidana dimaksud diatur dalam undang-undang
khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)

• Memiliki hukum acara yang berbeda
• Memiliki lembaga khusus dalam penegakan hukumnya
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Pertimbangan Putusan MK Nomor 41/PUU-
XIX/2021 Paragraf [3.8.7], Hlm 43
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• Bahwa terkait pemberian remisi dan 
pembebasan untuk narapidana korupsi, 
hasil review implementasi United 
Nation Convention Against 
Corruption/UNCAC (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang 
Korupsi) oleh komunitas internasional 
menyatakan bahwa Indonesia 
diragukan komitmen pemberantasan 
korupsinya karena terlalu longgar 
memberikan remisi dan pembebasan 
bersyarat kepada koruptor.

Catatan 8: Review 
UNCAC soal Obral

Remisi
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KEBIJAKAN PENGETATAN 
SEJALAN DENGAN UNCAC, 

2003

• Pasal 30 ayat (5) UNCAC: “Each State 
Party shall take into account the 
gravity of the offences concerned 
when considering the eventuality of 
early release or parole of persons 
convicted of such offences.”

Negara Pihak wajib
mempertimbangan berat-ringannya
kejahatan yang bersangkutan ketika
mempertimbangkan saat
pembebasan bersyarat atau
pengurangan hukuman bagi orang 
yang dihukum karena kejahatan
tersebut.

denny@integritylawfirm.id 22



Dokumen yang diterbitkan oleh United Nation Organization on Drugs 
and Crimes (UNODC) berupa hasil review atas penerapan UNCAC di 
Indonesia (butir 141, halaman) secara spesifik menekankan pentingnya
mempertimbangkan berat-ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh
terpidana sebelum mempertimbangkan untuk memberikan peringanan
hukuman:

“The reviewers recommended that it should be ensured that the 
gravity of the offence of corruption is taken into account when early 
release or parole of convicted persons is considered. Various 
stakeholders in Indonesia were conscious of this as a problem. The 
Supreme Court said it was common knowledge that powerful people 
would use every avenue open to them at all stages to avoid 
punishment”.
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Catatan 9:
Korupsi adalah Kejahatan Luar Biasa

2003

Putusan MK Nomor 006/PUU-
I/2003 halaman 103 – 104

2007

Putusan MK Nomor 19/PUU-
V/2007 halaman 36

2012

Putusan MK Nomor 81/PUU-
X/2012 butir 3.13. – 3.14

2012

Putusan MK Nomor 31/PUU-
X/2012 butir 3.14

2013

Putusan MK Nomor 49/PUU-
XI/2013 butir 3.12.1
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Korupsi adalah 
Kejahatan Luar Biasa

•Ketetapan MPR 
Nomor
XI/MPR/1998

•Inpres dan Perpres
Pemberantasan
Korupsi
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Korupsi Kejahatan
Luar Biasa

 Konsideran menimbang huruf a Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, menyatakan :

“bahwa tindak pidana korupsi yang selama
ini terjadi secara meluas, tidak hanya
merugikan keuangan negara, tetapi juga 
telah merupakan pelanggaran terhadap hak
sosial dan hak ekonomi masyarakat secara
luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu
digolongkan sebagai kejahatan yang 
pemberantasannya harus dilakukan secara
luar biasa.”

denny@integritylawfirm.id 26



 Penjelasan Umum Undang-Undang No.
30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi menyatakan :

“…tindak pidana korupsi yang meluas
dan sistematis juga merupakan
pelanggaran terhadap hak sosial dan 
hak ekonomi masyarakat, dan karena
itu semua maka tindak pidana korupsi
tidak dapat lagi digolongkan sebagai
kejahatan biasa melainkan telah
menjadi kejahatan luar biasa. 
Begitupun dalam upaya
pemberantasannya tidak lagi dapat
dilakukan secara biasa, tetapi dituntut
cara-cara yang luar biasa

Korupsi Kejahatan
Luar Biasa
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Catatan 10:
Pengetatan Remisi BUKAN 
hanya dengan PP 99

• Sebelumnya sudah ada
pengetatan dengan PP 
lainnya.

• Jadi persoalannya bukan
dengan kebijakan pengetatan
ataupun diskriminasi dalam
PP 99, tetapi lebih karena
kebanyakan napi korupsi
(pemohon) tidak dapat
memenuhi syarat dan tata
cara untuk mendapatkan
remisi, misalnya: justice 
collaborator.
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Catatan 11:
Pembatasan dengan PP 
berdasarkan Pasal 14 ayat (2)

• Bahwa hak remisi bukanlah HAM.

• Bahwa kalaupun dianggap
berhubungan dengan HAM, maka
delegasi kepada PP ada pada Pasal
14 ayat (2). Padahal Pemohon
mengajukan pembatalan Pasal 14 
ayat (1).

• Putusan-Putusan MA menyatakan
delegasi kepada PP dan substansi
PP 99 tidak bertentangan dengan
UU PAS, HAM, dan PPP.
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Permohonan PUU di MK No. 54/PUU-XV/2017



Kesimpulan

1. Kita setback lagi dalam
pemberantasan korupsi.

2. Di era Presiden Jokowi, 
pemberantasan korupsi
Kembali dilemahkan.

3. Pemberantasan korupsi tidak
lagi luar biasa.

4. KPK dilumpuhkan.

5. PP 99 dibatalkan, Remisi
koruptor diobral.
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SARAN

1. Presiden kalaupun masih ingin
menunjukkan komitmen
pemberantasan korupsi, 
masukan pengetatan remisi ke
UU Pemasyarakatan atau KUHP.

2. Dorong pengetatan atau
penghapusan remisi koruptor
lewat putusan pengadilan.

3. Gugat putusan remisi koruptor
ke PTUN.

4. Secara demokratis, ganti rezim
korup.
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